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BUPATI  KEPULAUAN SELAYAR 
PROVINSI SULAWESI SELATAN 

 
 
 

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SELAYAR 

NOMOR 142/III/TAHUN 2025 

TENTANG 

SATUAN PENDIDIKAN PENERIMA HIBAH UANG  

PADA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA 

KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR     

         

BUPATI KEPULAUAN SELAYAR, 

 

Menimbang : a.   bahwa dalam rangka pemberian hibah uang pada satuan 

Pendidikan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten 

Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2025, perlu menetapkan 

satuan Pendidikan penerima hibah;  

 b.  bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud  

dalam  huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati; 

Mengingat :    1.  Undang-Undang  Nomor  17  Tahun  2003  tentang  Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47, Tambahan  Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang 

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan 

Disabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi 

Corona Virus Disease 2019  (COVID-!9) dan/atau dalam Rangka 

Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian 

Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516); 

2.  Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 5, Tambahan  Lembaran Negara Republik Indonesia 
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Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang 

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan 

Disabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi 

Corona Virus Disease 2019  (COVID-!9) dan/atau dalam Rangka 

Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian 

Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516); 

3.  Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah 

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13   

Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 

Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6801); 
 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang 

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 

Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-

Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 

Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6856); 

5.  Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan 

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 
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6. Undang-Undang Nomor 140 Tahun 2024 tentang Kabupaten 

Kepulauan Selayar di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 124, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4889); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 

Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5272); 
 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6322); 
 

9.  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang 

Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 

10.  Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 6 

Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten  

Kepulauan  Selayar Tahun 2024 Nomor 136); 

11.  Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 42 Tahun 2021 

tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang 

Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah  

(Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar  Tahun 2021 

Nomor 593);  

12. Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 60 Tahun 2024 

tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Selayar   

Tahun 2024 Nomor 847); 

  

MEMUTUSKAN  : 

Menetapkan : 

KESATU  :  Satuan Pendidikan Penerima Hibah Uang Pada Dinas Pendidikan, 

Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Selayar sebagaimana 

tercantum dalam Lampiran Keputusan ini. 
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KEDUA :  Segala biaya yang timbul sehubungan ditetapkannya Keputusan ini 

dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2025.                           

KETIGA  :  Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang 

bersangkutan untuk diketahui. 

KEEMPAT  :   Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

     

 Ditetapkan di Benteng 

pada tanggal 3 Maret 2025        

BUPATI KEPULAUAN SELAYAR, 
 

             
                                                                                   ^ 

 
 

          MUH. NATSIR ALI 

 
 

 
 

Tembusan : 

1. Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar di Benteng; 

2. Inspektur Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar di Benteng. 
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